PEMERINTAH KOTAMADYA DAERNH TINGKAT 11
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA UNEFGH TINGKAT 1! MOJOKERTO
NOMOR B INHUN 19905

TENTANG

PERUBAHAN KEDUN PERNTURAN DAERNAH KEDUA KOTAMADYN DAERNH
TINGKNAT 11 MOJOKERTO NOMBOR Z TAHUN 1982 TENTANG

Menimbang

Mongingat

PAIAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESH

WAL IKOTAMADYN €KEPALN DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip pajak
kendaraan tidak bermotor sebagaimana  diatur dalam
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto
Nomor 2 tahun 1982 vang telah diubah terakhir dengan
Poraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Moiokerto
Nomor 13 tahun 1986 sudeh tidak sesuai lagi  dengan
perkecmbangan  keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu
untuk diadakan perubaban dengan  menuangkan  ketentuan
perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

1. Undang—undang Nomar 5 tahun 1971 tentang Pokok-—pokok
Pomer intahan di Daerah ;

2. Undang-undang MNomor 17 tahun 19250 tertang Pembentuk-—
an Daerazh Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;3

3. Undamg—undang Numor 11 Drt tahum 1957 tentang Per—
aturan tUmum Pajal Daerab

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-
Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Peraluran Pemerintab Nomor 17 tahun 1982 tentang
Porubahan Batae Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat 11
Mojokerto ;

&. Xeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986
tentang ¥etentuwan Umum mengenali  Penyidik Pegawals
Negeri Sipil di Lingkungan Pcomerintah Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 tabun 1993
tentang Bentuk Peoraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Porubatan ;

B. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-
kertc Nomor |0 tahwun 1990 tentany Penyidik Pegawal
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Mojoerto.

Dengan Persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Moiokerto,



MEMUTUS KAN

Monotapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH EKOTNAMADYN  DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTD NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK
KENDARMAN TIDAK BERMOTOR.

Fasal 1

Poraturan Dacrab Kotamadya Daerah Tingkat I3 Mojokerto
Nomor 2 tahun L1942 tontang Pajak Kendaraan Tidak  Ber-
motor, vyang tclah disahkan dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam  Negesi tangge! 19 fAgustus 1983 Nomor
F7I.0L3.5-394  dan diundangkan dalam bLembaran Paerah
Kotamadya Dacrabh Tinogkat 11 Mojokerta Nomor 3/08 tanggal
1¢ Nopembier 1988 Sera N, yang  telah  diubah  dengan
Peraturan Dacrab holamadya Dagrah Tingekat I Mojokerto
Namor 13 tahun 198& tentarng Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Kotamadya Daerab Tingkat I Mojokerto Nomor 2
tabur 1982 tentang Pajak kKondaraan Tidak Bermotor, yang
telah disahkan dengan Surat kKeputusan  Menteri  Dalam
Negeri tanggal 16 nNpril 1987 Nomor 973.351.35-4046 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat TII Mojokerto Nomor 2/ tabun 1987 Seci A tang-
gal 23 Juni 1987, diubah lagi sebagai berikut :

. Pasal 3, diubah dan haruc dibhaca @
Pasal 3

Jumlah pajak yang dipungut untuk tiap ken--
daraan tidak bermotor dalam setabunnya adalah se-—
bagai berikut :

a. 1. Sepeda dongan dua roda, sebesar Hp. 400,00
{empat ratus rupiah) ;

Z. Sepeda gandengan , ocbesar Rp. 600,00 (enam
ratus rupiah) 3

b. Kendaraan %tidak bermotor yang dipergunakan khusus
untuk mengangkuet orang :

1. Becak, ocobesar Hp. ZC0,00 {(lima ratus rupiah};

-

#. Bokar dan kendarasn lain dengan  dua roda,
sebevar Hp. 500,00 {onam ratus rupiah).

€. Kendaraan tidak bormolor yang dipergunakan khusus
untuk mengangkul barang s
3. Cikar surumgan, sebesar Rp. 239,00 (dua ratus

lima pulub rupiah).

B. BABR VIII Pasal 13, diubah dan harus dibaca scbagui
berikut :

BAB VII!
KETENTUAN P IDANG

Pacal 13

{1} Barang =iapa melanggar ketentuan dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam
dengan pidana kurungan sclama-lamanya 3  (tiga)
bulan atau denda sebanyak—banyaknya Rp.D50.000,00
{lima puluh ribu rupiah) 3



C.

{2}

Tindak pidana dimakoud pada ayat (L) Pacal s,
adalah pelanggaran.

Setelah Pamal 13 ditambahkan BAB VIII A dan 13 &0 dan
harus dibaca sebagai berikut :

(1)

(2}

BAB VIII A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Bara 13 N

Splain aleh Poiabot Penyvidik  Umum Penyidikan
atas tindak pidana sebagaimana ditctapkan dalam
FPasal 13 Peraturan Daerah indi, dilakukan oleh
Pojabat Propyidik Pogawai Negori Sipil di ling-
kungan Poemer intah Dacraly  yang  pengangkatannya
ditetapkar hordacarkan Peoraturan Perundang—
undangan yang fHor lake g

Dalam meiaksanakan fugas peonyidikan, Ponyidik
dimakcud pada ayaet {1} Pasal inl, berwenang :

a. menerima laporan ataw pongaduan darl sewe—
orang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu
ditempat kejadian dan melakukan pemerikcaan j

c. menyuruh berhenti seseorang  tersangka  dan
memeriksa tanda pengenal dir: tercangka s

d. melakukan penyitasan benda atau surat ;
o. mengambil sidik jari dan memotreot sesecrang ;

f. memanggil seseorang untuk di dengar dan
diperiksa scbagai tersangka atau saksi g

g. mendatangkan orang ahii yang diperlukan dalam
hubungannva dengan pemerikcaan perkara j

fr. mengadakan penghentian  ponyidikan  setelah
mendapat  potuniuvik dari: Ponyidik Umum bahwa
Fidak tordapat  cukup bukti atou peristiwa
tersebut bukan bindak pidana dan  sclanjutnya
melalui Penyidik  dHmum memberitabukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal I

Peraturan Daerah  Ini mulai berlaku pada tanggael di -
undangkan.



Agar scupaya sSetiap orang dapat  mengetahuinya, mo-
merintahkan  pengundangan Peoraturan Daesrah 101 dengan
penempatannya dalam bLembaran Daerah  Rotamadve Dacrah
Tingkat II Mbjokerto.

Ditetapkan di : Mojokeortio
pada tanggal : 3 NHgustus 1V95
DEWAN PLRWAOKILAN RAKYAT DAERNAH WAL [KOTAMADYA KLCPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO TINGKAT 11 MOJOKERTI
Kotua
Cap. ttd. Cap. ttd.

R. SOEHNDI TEGCOEH SOEJOND, S.H.



Il.

PENJIJELAMAMS AN
nT NS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERNH TINGKAT 1I MOJOKERTD
NOMOR & TNAHUN 1995

TEHTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DALERAH KOTAMADYNA DAERAH
TINGKAT 11 MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG
PAJAK KENDARNAGN TIDNAK BERMOTOR

PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Dacrah ini mengatur tentang per-
ubahan besarnya pungutan tarip Pajak Kendaraan Tidak Bermotor,
karena pungutan tarip pajak terscebut dalam Peraturan Daerah Kota—
madya Darrah Tingkat 11 Mojckerto Nomor 2 tahun 1982 vang telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojo-—
kerto Nomor 13 tahun 1984 ternyata sudah tidak sesual lagi  dengan
kcadaan dewasa ini, maka dipandang periu untuk diadakan perubaban
dengan  menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam  suatu Per-—
aturan Dacrab.

PENJELASAN PASHL DEMT_ PASAL

Pavsal I dan Il : Cukup Jjelas.



